SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGER! REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17. Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presiden Némor Q¢
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaaz FPeraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentary Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga:

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahuan 20758 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negarz Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahzn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2C15 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negzra Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

4.  Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2C17 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahterazn Keluarga

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017



Nomeor 226);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESITEN NOMOR
99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDCAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yazng disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarazat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui cam dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2.  Kecamatan atau yang disebut dengan dengar nama lain
adalah bagian wilayah dari daerah kabupater/kota vang
dipimpin oleh camat.

3. XKelurahan adalah bagian wilayah dari Xecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan  Dewan  perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah.

5. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
yvang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah
gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh
dari, olsh, dan untuk masyarakat, menuja =rwujudnya
Keluarga yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur,



10.

sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesstaraan dan
keadilan gender, serta kesadaran hizkum dan
lingkungan.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masysraxat yang
terdiri atas suami istri, suami istri dan ansknya, ayah
dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluerga sedarah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampei dengan
derajat ketiga.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disingkat PKK acalah salah sziu lembaga
kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi
partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan
kesejahteraan keluarga yang berada di tirgkat rukun
v&arga dan rukun tetangga atau sebutar lain yang
mengoordinasikan kelompok dasawisma.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga yang selanjutnya disingkat TP 7KK adalah
mitra kerja pemerintah dan organiszsi,lembaga
kemasyarakatan lainnya, vyang berfungzi sebagai
fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak  pada masing-masing  jenjang  untuk
terlaksananya program PKK. '

Sistem Informasi Manajemen Gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteréan Keluarga yang selanjutnra disingkat
SIM PKK adalah Aplikasi yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah datz program dan
kelembagaan Gerakan PKK.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.



BAB II
PENYELENGGARA GERAKAN PKK

Pasal 2

(1) Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional,

(2) Menteri mendelegasikan penyelenggaraan Gerakan PKK
secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Gubernur, bupati/wali kota melalui Perangkat Daerah
yaﬁg membidangi pemberdayaa_ﬂ dan remerintanan Desa
melaksanakan dan mengoordinasikan Geraxan PKK di
wilayahnya.

(4) Camat melalui kepala seksi yang membidangi

| pembangunan melaksanakan dan "mengoordinasikan
Gerakan PKK di Kecamatan. '

{5} Kepala Desa melalui .kepala_' urusan pembangunan
nmlahsanakan dan mengoordinasikan Geraﬁzar' PKK di
Desa | o

(6] Luran melahui kepala urusan pmbangunén
melake.o_na.kan dan mengoordmac;man Germ&ar PKK di
Kelurahan

BAE I
PEMBENTURAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 3

(1) Mentérix dalam menyelenggarakaﬂ Gerakan PKK secara
nasional membentuk TP PKK pusat. |

(2} Gubernur dalam men'velenggafakan Gerakan PKX
meﬁmentulf TP PKK prov1n51 _

(3) Bupan/ wali kota dalam menye--.,n;,gardkdn Gerakan PKK
membentuk TP PKK kabupaten { kota.

(4} Camat dalam  menyelenggarakan  Gerazikan  PKK
membentult TP PKK Kecamatan.

{5 hf'pald Desa dalam menyelenggarakrm Gerakan PKK
mcmbcmuk TP PKX Desa. '



(6}

(1)

(3)

Luwah” | ddlan'* | menyeiunggalakan Gerakan PKK
memben’fuk TP PKK Kelurahan. '

Pasal 4

TP PKK pusat sebagaimana dimaksud dalzni Pasal 3 ayat

(1} terdiri atas:

a.

TR e

et v
4

j-

ketua umwﬂ dijabatl isteri/suami Mentesi Dalam
Negeri;

sekretaris umum;

ketua | bidang pembinaan karakter Keluzrga;

ketua II bidang pendidikan dar peningkatan
ekonomi Keluarga,;

ketua T bidang penguatar ketahanan Keluarga;
kettia IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;
sekretaris 1, sekretaris I, S@kret'aris:IIII= sekretaris IV
bendahara I dan bendahara II'.

kelompok keria |, m.]ompck kerja II ){emmnok kerja
11, dan kelompok kerja IV;

staf ahli

Sekretaris sebagaimane dimaksud pada avar (i) huruf g

tedirt atas:

a.
k.

C.

sekretaris 1 xﬁengoordinaé,ikan ketatasanasn;
sekretaris II mengoordinasikar{ penge]oldanhprogram;
sekretaris 1 mengo_,rdmasn{an kehumasan dan
kenaqama antar Iembaca dan

: sekretaris IV mengoordmdsz‘"m rarcah  tangea,
i:éineliharaan gedung, inventaris btarang dan

bekx etariat.

I&elompok kerja sebagaimana dxmaksucl p ada a,'at {1)

huruf i t“rr:hrl afas:

A,

kt,lorflpok kerja I sebagai pﬂngelold m‘ogx Arn:

1) pe nghayctl,an dan pengamdi:m Panuas_ld dan
2) gotong royong. :

i{_eidmpok kerja I s'(-:bagai pefl gelola program.

1) Lpéndidikem d&rl.kt;;tcranif)iia_h; dann

2) pengembangan kehidupan berkoperasi.

" kelompok kerja 1l sebagai pengelola program:.



(4)

(1)

(@)

f
3

!-«-l.

1
i

pangan;

|

)  sandang; dan -
3} "; perumahdn d.ah_tata laksana rumar tanggga.
d. keldinpok kerja IV sebagai pengelola program:
1)  kesehatan;
2} kelestarian lingkungan hidup; dan
3]' perencanéan_ sehat. |
Keiwompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3
terdiri atas:

a. ketua;

=3

walkii ketua,;
C sekretaris; dan

d. anggota.

Susutian 'kepengurusan TP PKX :'pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dltetapkaﬂ dengar kcnutusan
MPI‘Lt‘LI'I

Keputu:,an Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
palihg sedikit memuat rincian iugas dan fimgs: TP PKK

pusal.

Pasal 5
TP PXK provinsi sebagaimana d_.imaks‘ud daiam: Pasal 3
ayat {2) terdii atas: b |

a. 'ketua dijabat isteri/ suami gubemw

b.  sekretaris I dan sckretaris IT;
& ketua I bidang pembinaan karakter Kelua-ga;
d. ketua N bidang pendidikan dan peringkatan

ekonoemi Keluarga;
e.  ketua lll bidang penguatan ketaha.nan Keluarga;
£ yetua v bidang kesehatan z{elucn‘ga dar: lingkungan;
g. benor.-thara,
. kelompok kerja 1, Icrnpok l«'erJa H keicmpok kerja
IlI kclompok kf‘l‘_]a 1V; dan
i staf ahli. _
Kelompok k.eija sebagaimana diﬁi_aksud pade. ayat {1}
huruf h terdiri atas: |

a.  kelompok kerja I &i'e‘bagai pengéiola pmgram:

I3



(3)

{4)

(5)

(1)

1) pen;_,hdyatdn aan pengamalan Pancas’la; dan

) gotona royong. ' |
b. kelompo]«* kerJa I sebagaz pengeiola Urog*:am

1) pendidikan dan ke herampﬂan, dan

2} pengemibangan kehidupan berkoperasi.
¢. kelompok keria Il sebélgai pcﬁgelc:}a prograum:

1} pangan;

2} sandang; dan

3} perumahan dan tata laks_ana rOomar tangga.
G. kelofnpok kerja IV sebagai pengelola preogram:
| 1} = kesehatan; B ' ‘

2) keiestarian lingkungan hidup; dan

3) perencanaan sehat.
Kelompok kerja sehaga.mlapd dimaksud pada ayat {2}
terdiri atas:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c sekretaris; dan
d. anggota.
Susunan kébengﬁrusaﬁ TP PKK provinsi sebagaimana
cixmakaud ‘pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
giibenur ' o -
Keputusan gubernur sebagaimana dimaksizd pada syat
{4) paling sedikit memuat rincian tugas fuigsi TP PKK

provinsi.

' Pasal 6
TP PKK kdbupaten /kota uebagmmana dlmursud dalarn
Pasal 3 ayal (3) terdiri atas:
a. keta dzjabat isteri/suami bupatx;uaL kota;
b. ekr-ﬁtans ‘ '
. ketual bidang pembinaan ké1*aktef l{eli;:a'rga;-
d.‘ ketua 1l bidang pendidikan dar zeningkatan
ekonomi Keluarga; |
e. k«,tua Il bidang penguatan ketahanar. Keluar ga
. ketua 1V bidang " kesshatan Reinarga dan

Lingkungan;



(2)

(3)

(4)

(1)

g . bendahara _ 0
k. kelornpok kerja i, kelompok kerJa I, kelompok kerja
‘ i, kelampok kerja IV dan
i.  staf ahh
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h terdiri atas:
a. kelompok kerja I sebagai pengelola program. '

1} penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan

2) gotong royong.
. kelompok kerja Il sebagai pengelola program:

1} pendidikan dan keterampilan; dan

2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
. kelompok kerja I1I sebagai pf:ngeloia program:

i) pangan;

2} sandang; dan

3) perumahan dan tata laksana rumat tangga.
d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:

1} kesehatan; B |

2}  kelestarian lingkungan '*nd up; dan

3] perencanaan sehat.
Kelornpok ker]a scbagaimara dimaksud pada | ayat (2)
tr=rd111 atas:
a. k.etua,
2. wakil ketua,;
¢.  sekretaris; dan
G. anggota.
Susui'l an kepcngurusan ‘TP PKK ' kabupaten/kota
.fbagalmcma dimaksud ndc‘a ayat (1] d1tc¢a;:kan dengan
k.e putLISdl bupati/wali }\ota '
Is.epLmean bupati/wali kota sebagaimana dirmaksud pada
ayat {4} 'éaling sedikit memmat rincian tugsas funéSi TP
PKK kaﬁlupateh/ kota.

Pasal 7
TP PKK Kecamatan scbagaimana dx*nahsud Zalam Pasal
2'ayat (4 terdiri atas: -

a. ketua dijabat isteri/suami camat;



(2)

(3)

(5)

b \ waki ketua ciljahcn isteri / suami sekretaris
Ke vamcltan
e sekl__e_tg_ms,
d. bendaﬁara; dan
e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, zeloanpok kerja
11} dan kelompok kerja IV.
Kelompok kerja sebageimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdiri atas: |
a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
2) gétong royong.
b.  kelompok kerja II sebagai pengelola program:
' 1) - pendldﬂcan dan keterampilan; daz
2) pf-ngembangan kehidupan berkoperasi.
c. lcelompok kerja IiI sebagax pengeleia prograr:
1) pangan;

-~

ur

} sandang; dan
\
r

perumahan dan tata laksana ruma® tangga’

o

ﬂelompok kerja IV sebagai pengelola program:

Elj keschatan; ‘

2). kelestarian iinékungan hidup; dan

3) perencanaan sehat. |

Ixclun*pok kerja schagaimana d1mak-sud prada ayat (2]
terdir atas:

a. kétué;

b, wakil ketua;

c. ér'::kretaﬁs; dan

d. anggota.

Susunan i/epengunriah TP PKK ¢i Kecamatan
sebdgmrnc,na dimaksud pada ayat (1} ditetarkan dengan
m,pu‘msam bupatx/ wall kota yang ‘ditandate: NgAni camat
atas nama bupaut/wali kota.

Kep;.ztilvan buparti/wali kota sebagaimana ¢imaksud pada
ayat {4 ) paling c-.edlklt memuat rincian tLg_m fungsi TP

PKX Kecamatan.



(1}

(2)

(3)

(4)

: Pa 'sal 8
TP PKK Deﬁ& bebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
( } Lerdmatdb |

ketua d1jabat ister 1/ suami kepala Desa;

oo

wakil ketua dijabat isteri/ suami sekrsrar:s Desa;

5')

sekretaris;
bendahara; dan
e. kelompok kerjz 1. kelompok Kerja I1, xelompok kerja
Il dan kelompok kerja IV.
Kéiompok kerja scbégaiinana dirmaksud pada ayat (1)
kuruf ¢ terdiri atas:
a. kelompok kerja I sebagai pengelola program: -
1 | penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
2} gotong royong.
L. kel_bnipokf iketja Il sebagai pengelola prograu::
1] péndidikan dan ketefam]_;ilé.n; daz
2) péngemba;;gan keﬁidupan berkor=rasi.
c. -kelo'mll')ok xerja Il sebagai pengelola program:
1) pangan;
2) sandang; dan |
3) pérumahan dan tata laksana ruma= t tanggga.
d. kelompok kerja 1V sebagai pengelola pPrograr:
1) kes schatan: -
2) Lc lf'starla.n bng:{ungan h.cmp, dar
3} pr“rcncanaan sehat, '
Kclompok. ker_] 8. sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

a. ketua;
b. waki! ketua;
c.  sekretaris; dan

{

&ngg_cita'.u _

Susunan képe’ngnrusaﬂ TP PIS.K }jesa. sepsgaimana
dimaksud ]Jcldd ay"ut ( ]\ ditt,tap‘ran dengam keputusan
kenala Le‘aa ‘
I{eputL san kepale Desa sebagaimana dimmaksud pada
ayat (4) palmg sedikit memuat nincian tugas fungsi TP
PKK Desa



(2)

(4)

L _ P '1‘:.:11 19
’I‘D PKK Kelurahan sebdgdxmana dimaksud ca_am Pasal 3
ayat (6) terchrl atas:
a. ketua dijabat isteri/suami lurah;
b.  wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretaris
Kelurahan; |
c. sckretaris,
d. bendaheara; dan
¢.  kelompok ketja I, kelomnpok kerja I, kelcmpok kerja
IIT dan kelompok kerja IV.
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada avat (i)
huruf e terdiri atas:
a. kelompok kerja | sebagai pengéio’la program:
1) penghayatan dan pengamalan Pance sﬂa dan
2] gotong royong. '
b. ké.le::mpok. kerja II sebagai pengelola prograr:
1) ' pendidikan dan i&éterampi}én; dan
2) pcfngembangén kehidupan berkoperasi.
¢. kelompok kerja III sebagai pengeléla progran:
'1) pangan;
~2) sandang; dan
3) perumahan dan tata laksana ruma’ tén'ggga.
d. kclompok kerja IV b(‘baoal pengelola prograri:
‘ 1) kesehdtan
2)  keiestarian lingkungan hidup; dan
3) iaérencanaein ééhat. |
K’elomjpok kerja sebagaimané dii‘nﬁksﬁd ‘pada aj,rat {2}
terdiri Ei.taé:
a. ketuei; '
L. we.kil ketua;.
c. sekretariw dan
d. angboiq ‘
Susunzn keoenguruqaq P PKK  di Kelurahan
ebaga.muna dimaksud pad ayat: ( } ditetarkan dengan
i{epuﬁ 1san bupati/wall keta vang dlranaatcﬂ:ﬁ«"am lurah

atas n_t_as_:nd ‘bupati/ wali kota.



(5)

@)

(4)

SRR bR

Kepumscin b apai i / Wah } rJt-l bcbaga.lmana dirmaksud pada
dyat 4 pahng sedikit nn.muat rirician tugas dsn fungsi
TP PKK Kclurahan

Pasal 10
Kepala Desa/iurah  bersama masyaraxat dalam
pelaksanaan Ger:a.i:an PKK membentuk keinmpok PKK
sebagai iembaga kémasyar_akatah Desa/Keltrahan sesuai
kKondisi wilaljrah n"lasing-lna?sing.
Kéllomp-ok PKK sebagaimana pada ayat (1) ter<iri atas:
a. kelompok PKK lin gkungan/dusun;
b. kelempok PKK rukun warga; dan
c.  kelompok PKK rukun tetangga.
Susunan ke'p.ejr;gurusan 'kelothnpok' ' PKI& ‘ 's;::}:;agaimana
mmaksud pada dyat (1} terdiri atas: o |
2. l«.etua, _
b. sekretaris;
c.’ bc_;ldahara; dan
d. b1d¢mg sesuai kebufuhan.
I{f‘pﬂngurﬁsan kelompok PKK ‘sebagaimara dimaksud
pada d.yat {3) dltetapkan dengan t{eputusan gepela Desa
ddn keputasan bupatl/ wali Kota yang dl_anc.atcmgd.m

olch lura 1 atas nama bupati/wali kota.

Pasal 11
Dalam fnelrzpercepat pelakganaan Gerakar: PKK
ma‘sya_a.ka.. Lepala Desa/larah membentuk kebmpok
das aw1sma yang terdiri atas 10 (qepuluh) ru'nsh sesuai
kondisi muayah masing- masmﬂ '
Keiompck dasawisma bﬂbagalman;x dimaksud pada ayat
(1 ) dikoordinir oleh 1 [satu) orang kader yang berasal dari
keiampok yang oersclml-'utan
z{c\mdazmtor sedagaimana i fnak,ud pads ayat (2)
berl‘av‘go”ng jawab Kepada irepacl.l ke}ompoic PI-’P:. rukun
Warga/ruhun tetangga.
_:sommnatqr " sebagaimana chmaksud pade avat (3

ditetapkan  dengan knputusan kepala Desa dan



kcputuaan bupati/wali kota yang ditandatangani oleh

hirald 'atégs"ﬁama bupati/ wali kota.

Pasal 12

Pengaturan kelompok dasawisma dimuat dalam petunjuk

teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

(1)
(@)

(3)

{4)

2)

(4}
(5)

)

Pasal 13 |
Ketua wmum TP PKK ditetapl{an oleh Mentert dan
dilantik oleh pelindung utama arau pelil'ldung TP PKK.
Ketua TP PKK provinsi ditetapkan dan dilantik cieh ketua
umutn TP PKK dan dikukuhkan oleh gubernur.

?ét ua TP PKK kabupaten/ kota dltetapkan dar. dilantik

oluh ketua P PKK provinsi dan dikitkuhkan sleh bupati/
wali kota. '
Kefua TP PKK Kecamatan ditetapkan den <. a1tk oieh
ketua TP PKK kabupalﬁn / kota aan dxkurubxan oleh
carnat '

etua TP PKK Desa/Keluraharn ditetapkan dar dilantik
oleh ketua TP PKK chamatan dan dikukuhxan oleh
kepald Desa / lurah | |

Pasal 14
Pencurus TP PKK pusat ditetapkdn dan ﬂan’aik oleh
M\,ht(‘:}"l B o
Pengurus TP PKK provinsi ditetaﬁkan dan 4liantik oleh
gu bernur. o |
Pf*ngurus TP PKK kabupaten;’ kota dlte:::JLan dan
dilantik oleh bupam /wali kota.
?engm‘us TP PKK Kecametan ditetapkan <zn dilantik
oleh "cams.r“ | _
?Pn‘gurus TP PKK Desa/Kelur -aban di‘ceiéﬁkan dan
dilantik oleh kepala Desa /lurak. ‘
Penguruq sebagmmand dimaksud oado ayet (1) sampai
’lb"lgcﬂ: ayat (5}, mem_pdkan Warga Negara Indonesia
vang ‘secara qukarela mampu dan p&‘d‘l.ll] ter-adap upaya
Gﬁraka n FKK.



(2)

(3)

(<)

(3)

(1)

(2)

(3]

{4

R Pava. 15
Dalam meﬂve]enggarakan Gerakau PKK secara daswnal
dldukung oleh _ ‘
a. pelmdung utama; d.:m
b. pelindung.

Pelindung Utama scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a yaitu iswri/suami Presiden atau veng ditunjuk

oleh Presiden.

Pelindung sebagaimana diinaksud pads aver {1 buwuf b
yairtu istri/ shami Wakil Presiden atau yang rij'::mjukvoleh
Wakil Presiden. | '

Pasal 16
Dalam’ penyelmggaraan program daf kegla'::n TP PKK
pusat dat dderah dapat dldukung oleh peﬁa%hcst
Penasehat scbagaimana dimaksud pada ayvat (1)
merupdkan seseorang yang pernah menjabat sebagai
ketua umum atau ketua TP PKK daerah.
Penasehat sebagaimana dimaksud pads ayat (2)
ditetapkan dengan kepuiusan ketua umurmn Zan ketua TP
PKK daerah.
Penasehat sebagaimana dimaksud aadd aya: (4} dimuat
dcuam petun;uk teknis. mengenal pelaksan&n “erakan
P’KK '

Pasal 17
Dalam oenyelenggaraan progam dan kegiazan TP PKK
j_.-LlS&L dan daerah difasiiitasi oleh ketua penidina dan
para pembma
Aetua pembma TP PKK pusat sebagmmaua amaksud
pada ayat (]] yaitu Menteri.
Ketua pewibina TP PKK daerah sebagaimana cimaksud
pada ayat 1) yaitu gubernur, bupati/wali s&:La camadt,
kepala Desa/larah ses:ﬁai gewenangan.
P;;i'a. peribina sébagaimané dimaksud pada zyat (1} yaity

unsur Kementerian/lembaga, organisasi Perangkat



(1)

{2)

Daerah da.n chamatdn. pemerintahan Desa; Kelurahan

serta bad?m permusyawarml !_lf:sa;‘r dewan Leiurahan,.

P1-a1 18

Masa bakti ketua umum TP PKK, ketua TP KK provinsi,
dan ketua TP PKK kabupaten / kota, keriaa TP PKK
Kecaimatan, ketua TP PKK Desa/Kelurahsn terhitung
s.ejak pelantikan  sampai dengan berakkirnva masa
jabatan Menteri, gubernur, bupaﬂ/ wali Kolz, camat dan
]urah/kep zla Desa

Masa bakti pengurus TP PKK puasaz, provinsi,
kabupaten/kota, Kecaniatan dan Keluraisn masing-
ma&.mg S*-lal;na 5 [lima) tahun tev;lhi*ung se'ak pelantikarn.
Md.u(l bakiti pengurus TP PKK Dc‘sa seLama S [enamj

talmn tcrhztung sejak peianhkan

Pasal 19

Dalam hal kettia umum TP PKK dan ketua TP PKX daerah

tidak dapat melaksanakan tugas karena berhazngan tetap

atau tidak te tap bPrDedoman pada pefunjuk telanis Tlengenal

pelakqa_naan Geralrdr PEK.

{1}

(2)

(1)

~ Pasal 20
Rc-_:tua. cmum TP PKX atau ketua TP PKX daeran wajib
membuat memori pertgn#,gung jawaben pada akhir masa
Geicti. ' o o
Pédbmen pehjrueunan memori pertansgung, Jquban
aebagaunanq chmaksua pada avat {1 dimuat d&la.m

p;:_Lun_;ul; teknis m-.,ngcnm pelaksanaan Gerakan PRK.

Pa:_sa! 2_1
Penguma TP PKK ‘J‘Lmat provm&a kal:’.;pa ten, kotd
Ke.‘;a'ndtdn uea dan I\e]urah.—_m bcrhenh xarena: '
a; m*.nmgg 2l dunis,
b. mongur.u L.rie.dn dm, danr’ atau g

. dlberhentnkan.l



EES R

(2} 'Pen- *us TP PM\ "p_ 4 :", provinsi, kabupaten/kota,
Kt,ca-natan Desa da:—m_ Kelurahan  dikerhentikan
bebagalmana dlmakeud pada ayat (1} hurvi c, apabila:

a.  berakhir masa kepengurusan

. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 ({tiga)
| bulan .se-cara bé‘_:tu'rut-mrut tanpa keterangan

apap'l.;_m:: dan |

c. dinyaiakan nerualah berdasaricar: putusan
- i:ie:m‘{adilan j:ang teiah mempei'oiéh kekiazan hukum

tetap karena melakukan undai«’ pldand

Pasal 22
Pergan‘uar Dengurus TP PKK pusat dan daerah berdasarkan
loyalites dan kapasnd::. " serta mcrr:pw -imbangkan

keberlangsungarn program dan kegiatan.

Pasal 23

Pert_anggu:ig}awabén pelaksanaan Gerakan PKK olsh ketua

pembina dan ketua umum/ketua TP PKK sesuai jenjangnya

meliputi: ‘

a. LF-tu:t pembma TP PKK pusal. dalam 1meld-<sanakan
tUgdSl’iyd bertanggung jawab repada Pres.ae‘_

b -_ Lfci ue ummium TP PKK dalam melaksanakan tugasnyz
f.=rtang,gung jawabh kepada Menieri;

c. ketua I‘F' PKK provinsi, dalam melaksanakan t'.zgaﬂnya

| bext 1g9,ung jdwab k.\,pddd. guber‘lur dan L.e:.m Jamam TP
PKIG | - ‘

d. 'ketva TD PKK kabupaten/ kotd dalam mel.a«:sanaken
tugasnya butancgung awab kaada bupati/wali kota
{idn kc*Lua P th’ Drm:mSI

e. Xe tl.ld TP }"Id;f. Kecamata.n \lql&l’“l melahsanaﬂ.m ,_ugasnva
bc,x tanggung, jawab m,pada uamat clan zewua TP r’Kh
kabupa‘wnfkom San '

f, l{etu.a. ’_I'P PKE Da.sa/h.elumhqn dalam r'f*laasa.nakau
tugasnya bertangging ,awab .srepadd kepala Desa/ lurah

\Lm ktﬂuq "‘P PKK Keco d""lcli an.

v B



Hubdngan- kq,’irja.T? PKK d.i,_'_.s.t.:‘li_:.}ua jenjang meliput:;

a,

(1

(2)

hubungréfﬁ' keria antar TP. 'PKK di semua jer;ang, bersifat
konsultatif dan koordinatif dengan tezap mermmperhatikan
hubungan hirarkis;

hubungan kerja antara TP PKK dengan pemerintah,
lembaga Kcmasyaral-.atan_ yang memilik: kepedulian
terhadap PKK, bersifat kemitfaan- |
hubungan kerja anta.ra TP PKF dengdn pemiineg, bersifat
konsultatif dan koordmatvf

hubungan T&:crj’a antara TP PKK Desa/Kelurakan dengan
lembaga kemasyarakatan Desa  atau sepbutan lain,
bersifat konéultatif, koordinatif dan kerjaszama; can
hubungan kerja a.m:a.ra TP PKK. dengan dunia usaha,

jembaga doner dalam dan luar negeri Bers:fat kemitraan,

| Pasa: 25

Dé]érﬂ mclakﬁkan hubungan kerja dan peisksanaan 10

"s'éplﬂuh') progran’ pokok PKK, TP PKX m@lahsanakar

keglatan antarg jain: o

a. rapat kerja nasmnai yang diadakan seriap 5 (lumaj

| Lahun N '

b. rdpa.u kerja na.sioné.l - luar hizsa dapat
disélenggarakan apabila dianggap merlu untuk
mengadakan perubah:&m hasil rakerras seb__elumhya

| ' danfatau atas petunjﬁk Méntefi; - |

¢, rﬁﬁfit kerja' daerah proﬁinsi dan kabt;lpaten/ kota

| dlddakan Setlap 5 (lima) tahun;

d. rapat penvusunan strategi Gerakdn PEX diadakan
setlap 1 {satu) tahun;

. fomm muayawarah nasmaa} dan

f. rdpat 1amnya o

l‘e‘ekamsme pelakqanaan rapdt sebagaimara dimaksud

pada eycv {1) dimuat ddlam petunjuk tekems mrengenad

nelaksanaan Gerakan PKK.



2

F‘.’\ ” IV
KELE\TG;{APAN I\‘*,L,E‘M BAGAAN TIM PENCGGERAK
PEM BhRDAYAAN DAN: K[‘SEH&HTFQAAN KEL.UARGA

Pasal 26
Dalam menyelenggarakan Gerakan PKK, TP FKK memiliki
atribut sebagai identitas dan legalitas kelemiagaan.
Idenfﬁ.tas dan legalitas kelernbagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

lambang;

o

duaja;
vandel;
wimpel,
lencana;
'ﬁlars PKK;
lj':."op surat;

‘stempel;

BT I

[,

papan nama;
j.  baju seragem; dan
iz, plakat.

Pasal 27

Identitas dan legalitas kelembagaan schagaimara dimaksud

dalam Pasal 26 dimuat dalam petunjuk tekn:s mengenai

pelaksanaan Gerakan PKK,

(1)

' 'puscu dan dacrah mt—:-;mfliu tugas }altu pencia“aa_a potensi

(2)

BABYV
TUGAS DAN FUNGST

Pasal 28

'L-ntul’ mmakm sakan Gerakan PhK tim penga,“ak PEK

:' Iu.,lu_arg.t dan masyarakat, pen iggerakkan peran seria

maS'y'ar'ak&L dan pengendalian terhadar 19 isepu_tuh}
pmwram poyok FEK.
dnmk mehkqanﬂkan 1,'1.1{,8.&3 sebageumqna dimaksud pada

avat {1}_ tim penggerak PKK pusat dan daerah memiliki



fungm mfzhputl _

a. 'menghlmpun, menvgerakkan dan mermiina potensi

" ma byarakdt umuk turlaksananya 9 ~ {sepuluh)
program poxkok PKK: K

b. merencanakan, melaksanakan, memantall,
mengevaluasi pelaksanaan 10 {sepulunl program
pokek PKK sésuai dergan kebutuhan masyarakat;

c. membérikan pembinaan yang meliputi peryalulian,
pelatihan bimbingan teknis dan pendarmpingan
kepada TP PK}L secara berj jemanc Scx.l‘_‘lpc.l dengan
L«:elompok dasa wisma;

4. melakakan superVisi, advokasi dan pelaporar secara
1o'eir'jr:n'ja'n 2 terkait prograrm Ge*hkaﬁ‘ PKK; dan

£. r‘le*lampung dan mbnval"“kan dspu asi ::"_aqym akat.

BAB VI
P RLN LANAAN

Pasal 29
Perencanaan Gérikan PKK dilé.kukan méléiz;i 290 {szpulukhy)
program pokol«. PKK yang berpedoman parla
a. renca "'l.a induk Gerakan PKK; dan

b.  strategi Gerakan PKK.

Pasal 30
(1) Rencana induk Gerakan PKK sebagaimanz dimaksud
dalam Pasal 29 huruf & mer upa<ar  dokumen
| ‘péi'encanaam _ Géraka.n PKK berskalot nasionai yano
'memuat '
a. V]Sl ci.m imsu
b asa.s'; o
f;u juan;
d. *‘abarun dan
. | opma muahsam 1(; (wf leUh) pme,rarr prkox PKK.
(2} ‘?em,.m indurk c’muqun 5 *’L.h a} tanurj sekal _'.a_?!. dapat
dlt_m_}a,u kembali setiap tahun. | | |

(3} Peninjauan kembali sebsgaimana dimaksud pada ayat (2)



(1)

(2)

(1)

(2)

(31

'dﬂakukau mela!m fom_

»,40

s musyawarah nasicnal dengan
nwm;[::ertm1 bangkan pencap&an rcncana k.er*a tahunan
PI&K

Pasal 31
Rencana induk disusun oleh Menteri bersama dengan
TP PKK pusat deﬁgah ‘me:libatkan kemen-erian/ le'.fc.jnbaga
pémerin tah nonkementerian dan pemeriniak daerah.
E\encana_ Induk sebagaimana dima lmud pada ayat

1) dltetapkan oleh Menteri.

Pasal 32
Metode dan mekanisme penjyusunan rencana induk
dilakukdn secara koordinatif dan partisipatic. |
Mckenismé penyusunan rencana indus  dilakukan
Iﬁélahxi 'rapat kerjé nasién..al_ dcngan be:r;ﬁednman pada
dokumen perencanaan vang telah ditétapksn pemerintah.
Reacana induk yang ‘elah ditetapkan menjad. dasar

dalam penyusunan strategi Gerakan PKK.

Pdsal 3.3

T)o‘sfm_rmm rencana induk eebagaunana dunaksu-ﬁ da@m Pasal

30 dLmuaE cldlam pcﬁun;uk: tekms mengena, pelaksanaan
Gerakan PKK. '

{1

@

Pasal 34

Strategi  Gerakan  PKK  merupakan  perangkai

perenca snaan dan pelaksanaan program; kegiatan dr,,lam
mewtjudkan visi dan misi Gerakan PKK.

Str ategl (:erakan PKK eraga;mana dlmakb d pada ayat

'1), merupak'm dasar pcncapalcm rencana induk Gerakan

DKS S_t,bdgdl mascikan dalam forum -nusyawarah
perencanaa.n pembangunan nasionai, kabupaten/keta,

Kecamatan dan Desa/Kelurahan.



(1)

(3)

(4)

L Ahei‘ 35
Strategl Gerdkan PRK bebdgalmana dimaxsud dalam
Pasal 34 mcmuat 7
a. isu SLI"dteglb yvang menjadi skala pmoritas untuk
rnempercepat pencapaian visi dan misi;
b. rumusan proses dan metods pelaksaraan Gerakan
PKXK; dan
c. perencangan pfogram Gerakan PKK,
Isu strategis sebagairriana dimaksud pada avat {1} hurai
a merupakan kondisi yang harus dipernatikan dan
d..ikede}ljénkan' dalam perencanaan untuk pencapaian
tujuan peﬁyelenggai‘aan Gerakan PKK.
Rumisan proséls dan metode peiékéé_naan":}eralgan PKK
“bagairfiaﬁa dimaksud pada ayat {1} huruf b *ﬁei‘upakan
langkah langf:ah dan pendekatarn dalam pelaksanaan
Gerakan PKK.
Perencanaan program Gerakar " PKK "‘ebagajmana
dimalksud pada ayat (1} huruf ¢ merupak.c_n saatu proses
unmk mﬁnentukan kebijalan dengcm meiibatkan rmt_ra
ketja TP PKK. | o

Pasal 36
Metode dan mekanisme penyusunan Strategi (Jelakar
PKK ' dilakukan secara  koordinati, irtergratif dan
part_ls_zpatlf. . | |
Strategi Gerakan PKK pusat disusun- éleh Menteri vang
dilimpahkai  kepad . Direktur  Jenderal  Bira
Péfnerintahaﬁ .Desa bersama TP IPKK' —asal dengan
nmelibatkan kementerian/ lembaga pemerinta_‘ri
e ~nkPmente*wn terkait sesuai tuga=~ dan furgsirya.
detegl (rf:“akan I-‘hK pmvm‘ﬂ daﬂ, ka* ‘L..Dc;.[el'lfk&.()f.?l
-‘u san clen guber war dan bupati/ wali k"qa ~ersama TP
HKI{ promlsl dan kdbqpatpn;kota denga_n melibatkan
Pﬂangkr- Dadrah yamv \ membldangl pf:re-m,ane.d_n
pﬁtrrbangmmn daerah ddn Pera ngkat Zzerah terkait
Sf‘suaz ]{f' venanganriya. '

b:mtegl Gerakan PKK Kecamatan disusur oleh caraat




(S)

(6)

{7)

bcrsama. ’lP PKIa Kwangmtan d\,ngan meiibatkan unit
px.laksand tekms dau ah dan pemangku kepeniingan
terkast R . |

Strategl Gerakan PRK Desa dl‘-‘USll"l oleh xepsla Desa
bersama TP PKK Desa dengan melibatken perangkat
Dcsa badan permusvawaratan Dzse, lembaga
ke Irasyarakatan De%a, lembaga swadaya masyarakat,
tokoh masyarakat dan pernangku kepentingar: tzrkait.
Strategi Gerakan PKK Kelurahai} disusuz ‘oleh lurah
befsama TP PKK Kelurahan melibatkar. pcréi;gkét
Kélur'ahan, 1embaga swadaya masyarzkzt, tokoh
masyarakat dan pem._angku kepentmf‘an terkaiz. |
Mekanisme penyusundn btrategl ‘ Ge@':kaﬂ  PKK
sebaga.lmdnd dimaksud pada dydt { ?“} sam:)n] dengat ayat

(6) dclpdt dllahukdrl meldlul raoat kLI‘jd ta A,

Pasal 37

Strategi Gerskan PKK sebagaimana dimeaksud daizm Pasal 30

dltet.lphdu 01- h Menten gubernur, bupauf‘w 1 «:o;a carﬂa‘

dan k cpala DCM/ lurah SCSle.l dengan Kewe: Langannys.

Pasai 38 )

Strategi Gerakan PKK  dimuat’ Qalam petunjux teknis

mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

(1)

BAB VII
PELAKSANAAN

. Pesal 39
Gerakan PKE dilakukan melalu. ID {sepuiuh) program
pakr\k PKI\ yany mehpu*l - -

a0 ;J&nghamtau dan pe.noarmlan Pancasiia;

D, gofong royong;

¢ pangen;
d. sandang;
e, perirmahan dan tata laksana rumah tangga;

f  pendidikan dan keterampilan;



-@3-

g. _kesehatan R
b, pengcmbangan ke}tq ldupan berhoperam

i. - kelestdrlan hngLun gar h1dup, dan

B perenca.naan senat. _

{2) Da.lam. pelaksanaan 10 (sepuluh) program pckok PKK
kementerian dan lembaga pemerintzh norkementerian
memberikan dukungan dan berperan secars aktif sesual
d;:—;n‘g'ar;i t:igas dan fuhgsinya dengan berkoordinasi

dengan Menteri.

_ Pasal 40
Prcgram penghayatan dan pengamalas Pancasila
sebagaimana dimaksud dalam Pasal- '%9 a at (1) hurad a
dilaksanakan palmg sedikit dengan cara: - | | |
a. pé_:ml:_\inaan karakter Keluagga melalui pola ssuh anak

dan remaja dengan penuh cinta dan kasil: savang dalammn

I'(éiua;rga;
b. pembinaan Keluarga sadar hukum;
c. p_el_nbinaan kesadaran bela negara;
d.  pembinazn p'encegahan pényala_hagunélan nzrioba;
€. De'mbiﬁaan penbegahan kekerasan dalam ruman tangga;
. pem blnddﬂ pt,nt,egahan perdagangan manusia; can
£. pem‘r:maan penc-egahqn ‘{f*kcras,a.n sek b H terhadap

A nczk

Pasal 41 _
Progrc.m ,czotong myong Sf‘l)agaimann dimaksud <atam Pa-;&
39 ayat (1) huruf b dﬂak sanakan paiing sedlklt deﬂgar cara:
a. menunbuhk an sﬂmp kﬁqeuakdwanm*L ‘'sosial;

b. m«,mberdaycmau ‘-:c.ompnk lanjut us

c. p'll'tl 1pa i dalam kegmtan bakti izl i masvaraka
dan
d.  berpartisipasi ¢alam program pembangunan.
;ﬁai 12

Program *)an;,an senaga_mana “dimaksud dalarr Pzsal 39 ayat

il) hurur c adak an'mdn palmg sed kl!, dengan Cars!



a. mengoerakan KLIL‘ :v“ga;_ : -L—t{la"n pémenuha:-': keoutizhan

p'mgar m&? 2 111] l“mlaman a‘zrl tm atur indah dan yvaman;

meng,germ«m ' helu rga dalam pzroepatan

lreanekdragaman konsumsi pangan,

C. meng_gerakan Keluarga mengkonsumsi makanan yang
beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan

d. mendulkung dan | berperan  serta dalam  keglatan

penyediaan makanan tambahan.

| Pasal 43

Progfam s’an'déing sebagaimana dimaksud dalam Pasa. 29 ayat

{1} huruf ‘d d.jlak's"méka.n paling sed:kit dengan cara:

a. membuday skan penlaku berbusana sesuai morai budaya
Indonesia;

b. :_m‘emas:;at‘ékatkan pakﬁiah adat pada acars. witentu; dan
_pchg(:n'i'bangan pbla' .penda_mpi_ngan kerada usaha

sandang kecil mikro,

Pasal 44
Progf..{m perwrnahan  dan  iata laksana rumak  tangga
sebapalmand dimiaksud dalam Pasal 39 avat {1) huruf e
dllalfsanakan pdlmg sedikit dengan cara: '
a. memasyalakatkcm pemanfaatan bumberdf. ya energs dan
tekr;ologl tepat guna, |
b. pembmaaﬁ rumah sehat layvak huni; dan _
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang
tatalmc SANE 1'um.ah tangga dalam harmonisasi kehidupan

I\c marga

Pacm 45
Program pﬂnud ka.n udn ke :er'\mpnan %ebagalmcmn dimaksud
dalam Pa*:al SU avat [1 J huruf fd: Idksauakan Wﬁ;\r sedikit
deng g,r-m c,a:a
a. pembur—s.:m Keluarga tentang wa_ji'b- belajor dta belas
'iehdn,__ o . - o | |
b. mt,'rlwerakan Keluarga dalam peninglkatan geterarnpilan

dan pendidikan;




)
-

C. memia&mtdm Uemnoka_ kapasitas tater  kelompek

beja_]ar pd}'ct A pah.t B dan paket C meiani kerjasamé

dengan mstansx terﬁaut dan
d. meningkaltkan kapasu:as pelatih dan kader PKK  dengan

menggunakan modul pelatihan PKK.

Pasal 46
Program keschatan sebagaimana dimaksud daia-n Pasal 3¢
ayat. (1') hiiruf r dillaksanakan paling sedikit dengar. cara:
a. meng_gcrakan Keluarga dalam perilaku hidun bﬂrml, dan
sehat;
b. pegnbinaan peran  serta 'mélsyarakat calarn  upaya

penurunar angka kematian ibu, bayi dan elita;

&

p(.*nbmuan Keluarga yang sadar gizi;

d. ndukung program pencegahan dan deteks: dml kanker
pada peremm ary; dan '

e. pembmaan Kcmaraga dalam pclaksanaan imurisasi dan

pencegahan peryakit menular maupun ticak menslar

se;rta asuhan mandiri dalam Keluarga.

‘Pasal 47
Progran" 'pengembangan kehidupan berkoperam sebagaimana,
d:ma.\suc! dalam Pasal 39 ayat {J.] huruf h "ﬂa%{sanal{an
palmp sed le deng,an cara
a. mengﬂerakan Iueluargd dalam ppmngka‘,an kualitas
pengeinlaan Pkoqo"m Keluarga © meiaus asaha.
peningiatan. pmdapatan Kelueu £2; |
b. pc,m_bmaan Keluarga Aalam, peiaksanaan dan
i:ienﬂcmbdnga.n ﬁe] ompok usaha pemr\ gk endapa.,an
'Kclua,roa PRI _ _ :
c. ;m(,ndorony pemben‘fukwu; ko'péi"&:si'dleh ke?umtﬁok khusils
w‘..]‘;dhci e “ltng'kata pendapatan helqarg_t PKT{ dar
d. meﬁgﬁ-mbdugkan kreatlfxtas mf-lah,u us«;nh :mkjo mul

*ian rnenﬂ1gah bc;basm t"“kﬁClOf!l mformatl



1
w0
N

Lot Pi.'lgru:"rS
Progxam kelesMrlan hngkunga_n hidup scbagairnaza dimaksad
dalam Pasal 39 a}at (1) huruf i dilaksanakan rpaling sedikit
dengan cara; |
a. pernbinaan Keliarga dalam memelihara dan menjaga
1in§kungan ber'sih_dan sehat; dan

b. melestarikan Lngkungan hldup

Pasal 49
Program perencanaan -sehat sebagainlana " direaksud delam
Pasal 32 ayat (1) l*uruf ] dilaksanakan pahng secikit dengan
cara:
a. pefﬁbir‘aa‘ﬂ Keluavga 'dé]am menin'g"lsfatksm Kéluarga
berencana mem.gu Keluarga berkuelitas; caz
b. melalukan perenuanaa.n keL.angan yang btak antuk

kehadupan Keluarga sehat.

Pasal 50
Pelaksanaan 10 (sepuluh} program "pokok' KK dapat

dintegrasikan pada pos pelavanan terpadu.

BAB VI
" PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUAST
Bagian Kesatu

Permnbinaan

Pasal 51
(1} Menteri melakukan  pembinaan  umorn  terhadap
pelﬂxsanacm Ger akan PKK meliputi:
a. pemhertan Dedomap dan pdndqan
b.  penyusunan modul pelatihan/bimbingar teknis;
¢.  peningkatan kapasitas T PKK;
d. pemberian penghmig'a_an;___dan
2. penyusunan strategi pencépaian kineria,
(2) Pmnbmaan umum se bdgmmdna dimaksuc pada avat (1)

dllal-. anak a*m sieh Menteri ;.;l(‘.la.xul Direkt.» Jeaderal



(1)

(2)

Bina Pemr‘xmmhan I.:t..,:z bersama TP FKK pusat dan

dapat-' mg__l_rbatman ke'me_ntcrxanﬂembaga terkait iainnva.

~ Pasal 52

Gubernur, bupati/wali kota, imelakukar pembinaan
terhadap pelaksanaan Gerakan PKX di dzerain meliputi:
. pengua.ta.n kapasitas kelembagaan raeialui

pelatihan, konsultast, 'advolkasi, fasilizasi dan
~ koordinasi; | '
b. pemberian penghai‘gaan; dan
C. penyusunan strategi pencapaian kinerja
Pembinaan sebagaimana = dimaksud paca ayat (1)
dil’akéanakan oleh organisasi P‘ei*‘angka‘:‘ Daerah yang
Lz'ziermb'idangi‘ pcmerintai‘ian I)'esa dan Pembﬁ&ayam

Masyarakat bersama TP PKK.

Pasal 53

Carmat bersama TP PKK m\,lakukan pembmaan ternadap

pelaﬁbana:m Gerakan PKK meliputi:

A.

penguatan kapasitas Kelembagaan melaiia  pelatihan,
konsuitasi, advokasi, faqzaxtam clan -coordlrzas_,
pembenan penghs rgaan dan

ela ksanaan ~atrateg1 pencapaian kinerja.

Pasal 54

ep.ala Desa dan lurah ‘quama TP PEK mfi_hlukung
pem b:maam {wrakan PKK

Pembmaan Gerakan PKK sebagalmana dll‘::aKSle pada
avat (1) melmuu |
a. peugua‘rm kapasitas kelembagaan melahyi
o pf)dnhqq konsuliasi, advol{asﬂ fasilitasi ddn

koordinasi; |

s} pembt,nem oenghar qar., dan

. "p=i-=tk sanadr strategi penrapq.un kineria.

Dalam melaksanakan pemhinaan 3e.bagauna:-1a domaksud
pada ayat (1), kepala Desa dan lurah neckoordinasi

dcngaﬂ camat,



(3)

(4)

(5)

(2}

(1)

- ‘BagidniKedua

- Pemantauan dan Evaluasi

' Pasal 55
Menteri, gubernur, bupati/wali keta, czmat, kepala
Desa/lurah  melakukan .peman__tauan dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK |
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang
paling sedikit 1 {satu) kali dalam satu tahur
Pemzntauan dan evaluasi pciﬁksanaan pernbinaan
Gerakan PKK  dilakukan  sebelum  diadakannya
penyusunan program atau kegiatan tanur kerikuinva.
Evaluasi pe;aksanaan pembmaan Gerakar Ph}- dca.p.-.tt
melibatkan perguruan tinggi dan lembdga lau**ava
Hasﬂ evaluasi pelaksanaan pembihaar Gerakan PKK
menjadl bahan masukan dalam penyaanan prograrn

dan l«.eglatan tahun mendatang. -

Pasal 56

Pelaksafiaan pemantauaﬁ dan 'Evzillias* sebagaimann
dimaxsud dalam Pasa! 55 ayat (1) chlaks.zn;.kan oleh tim
vang dibenitulk oleh ketua pcmbma TP PKX pusat dan
dé.erah.

Péiakéa.naan remantauvan ;dafi ' ::vé.lué:si ' sebagaimana
dilﬁékS‘gcl pada ayat (I} menggunakan instrumen PKK
yang dimuat dalam petunjuk  teknis rwengenai

pelaksanaan Gerakan PKK.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 57
Menteri mn—nyd.npaman 13;01'&11‘1 peta‘kaanaw punom‘m
u_erakan PKK kepada Fresiden 1 (.:.atu) kali dalam 1 {satu}
Kepala idesa/flurah, camat, bupati/wali kota, gubernur

sesual dengan kewenangannya menvampaikar laporan



(1)

(3)

= QA9 -

pmlak'sa'ﬁé'i}i B Gerdkem ' ﬁI’i’Ii secara berjenjang kepada
Menteri sc*hap 6 (enam) Dulan atay sewalu- waktu jika

di perlukan N

Pasal 58

Sistematika laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

£7 memuat: '

a. pendahuluan;

b. pelaksﬁnaan program dan 'kégiatahﬁ

¢.  instansi/ iembaga yang terlibat dalam peizksanaan
program dan kegiatar;

d. jumlah dan sasaran kegiatan;
penggunaan anggaran. yvang bersumber dari
anagaran’ pendapatan dan belaija negara, aﬁggal"an
pendapatan dan  belanja  daerak, anggaran
pendapatan dan belanja resa atau surber lfaih;

f. oermasaiahan yang dlhddapl

g. Jpayﬂa yang akan duakukan dan

h. penutip. '

Instansi /lerubaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf (c} melaporkan p(’laxcsa_naa_n Iaeglatc.n Gerakan PKK

Pepada ketua pﬂmbma TP PKK sc-suax dcn;.,m; Jngkatan

' Pasal -:9

Delapm an pe laksanaan program dan kegiatan
Uebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 58 avza: (1) huruf b
d_xlakukar_l melaiui SIM PKK.

Lapor'm éeﬁagaiméha dimaksud pada ayst if: menjadi
bahap pemantcn.lan dan ‘“V&xlldS; pelakb—u*aan Gerakan
PKX ma, $ing- masmg tingkatan. _

SIM - PKK  sebagaimana dimaksud pacda avat {1
é.ikoordinasikarx melahs Direktorat Jenderal  Bina

Pemerintuhan Desa bersama TP P’KK. pusat.

Pasal 60

Melk ams'ue ‘pelaporan yang me.muat pe11yt=le nggaraaz. Gerakan

PKX scbagammna. dimaksud ddlam Pas_al 58 dan &M PKK
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dimuat dalam

petunjuk tek’ni_é mengenai peiéksanaam-(}era.kan ”KF..

(1)

{2)

(3)

"BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61
Guna mempercepat pelaksanaan 10 (sepuiuh) program
pokox PKK melatui Gerakan PEK dapas meliatkan
partisipasi masyarakat, '],e_mbaga kemésyaral;atan dan
iembaga lainnya.
Partisipasi masyarakat scbagaimana dimeksizd pada ayat
(1} mulai .tahap péfehcanaan, " pelaksznaan  dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusiz.
Mésvsimkm sebagaimana dlmaj{sud par:ia svat (1) paling
sed.lklt mehpun -
a. twkoh adat;

b.  tokoh mésyarakat;

o

tokoh agama,;

tokoh pendidikan; dar.

kelorepok masyarakat dan 'keldmpok iv.asyarakétt
lain sesuai deﬁgaﬂ kondisi sosial bﬁda\fﬂ

Ler“:baga Lﬁmasyaraka tan sebag it,dl"nd"lfl dirr a}e.fg.uc: pada
dy'ut (1) mehpuh

a rukun tetangga;

.  rukun wargg;

c : kai_'a;lg; taruna;

d pos pelayaﬁan térpadli' dan

€ lembaga pemberda} aan masyarakat

Lembaga lavmya. sebagai imana d1malr‘;uc: sada avat (1)
mmlpatt ' ‘ ‘ -

a, L Daga pe ngkajian:

k. lclnbu,ga denor dalam dan luar negeri; can

c. lembaga profesi.
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BAR XI
PENDANAAN

. Pasal 62
Pendanaan 10 (sepuluh} program pokok Geraxan PKK
bersumber dari anggaran pendapatan dan 2elanja negara,
anggaran pendapatan dan belanja daeral provinsi, aaggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota, anggaran
pendapatan dan  belanja .'Dlesa dan lain-iain sumber

pendanaan yang sah dan tidak'mengikat.

BAR XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Pada shat Pevaturan Menteri ini muldi’ berlak, Peratiran
Menteri Dalam' Negeri Nomor. 1 Tahun 2C13 teritang
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PFeraberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Regunik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 60}, dicabut dan dinyatakan tidak

berlalaa.

Pasal 64 _
Peraturar. Menteri ini  mulai  berlaku pada tanggal

diundéingkan. B



Agar setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pensnipatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakaia

pada tangga! 19 Msi 2020
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REPUBLIK INDONESIA,
ttd
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